KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 2&JHK.03.1-Kpt/ 1610/ KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA TALANG SELEMAN KECAMATAN PAYARAMAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang . a. bahwa dalam hal Anggota PPK, PPS dan KPPS yang
terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode
prilaku, sumpah/janji dan pakta integritas, Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota berwenang
memberikan sanksi pemberhentian tetap sebagaimana
ketentuan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Ilir tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Seleman
Kecamatan Payaraman dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

—




2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

,, —




5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2020 (covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah
beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2020 (covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 476/PP.O4.2—Kpt/01/KPU/X/2020
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/11/2020  tentang Pedoman  Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
SQuara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Tlir Nomor 130/HK.03.1-Kpt/ 1610/KPU-Kab/V1/2020
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor
42 /HK.03.1-Kpt/16 10/KPU-Kab/II1/2020 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan
Ilir tahun 2020;




ED

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Tir Nomor 207 /HK.03.1-Kpt/ 1610/KPU-Kab/VIl/ 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Nir Nomor 191/PP.02.2-
BA/1610/KPU.Kab/XI/2020.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN ILIR TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA
TALANG SELEMAN KECAMATAN PAYARAMAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
OGAN ILIR ATHUN 2020

Memberhentikan tetap

Nama : Subhan

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Alamat - Desa Talang Seleman Dusun I, Kec
Payaraman

Nomor Hp -

Dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Talang Seleman Kecamatan Payaran

Kabupaten Ogan Ilir.

Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan
secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota

PPK, PPS dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam
anggota PPK, PPS dan KPPS.




KETUGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,




